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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Hubungan Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4279);
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3. B R 2020 & 11 B 2R £E 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
fr‘ui Z (B R RE e 3F 2020 = Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
245 55~ 2 4R Y4k 6573 5L ) Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
AT MEMUTUSKAN:

E Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

FCREFIM S R S R e i
PERJANJIAN KERJAWAKTU TERTENTU, ALIH

0 L IEHIR O REEIR B
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,

B % o
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
¥-x BAB |
KNl KETENTUAN UMUM
% 1% Pasal 1
E B T AT Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1 e M Adp & % 72 F 1 /3 4 1. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha

RpFEE G2 Fanlf 2 T 55 dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja,
aiE~a ?ﬂ}r;}}; LR % o yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.

2. Bl A Rdpixie j* 1 3 & 11 2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
Hi AN EEEpm 1 (Tenk o menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. £ ¥ pAdp 3. Pengusaha adalah:
a FFpe afnRE s S a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum

AR yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
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b.

C.

4.

a.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan

bukan miliknya;

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang  perseorangan,  milik
persekutuan,atau milik badan hukum,baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau
imbalan dalam bentuk lain;

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi

yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh
baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung memperjuangkan,

jawab  guna
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membela serta melindungi hak dan kepentingan
Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan

Pekerja/Buruh dan keluarganya.

. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam
1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40
(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja
pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur

resmi yang ditetapkan pemerintah.

. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan

oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang
melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja

Lembur.
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9.

13.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara

Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat hak, dan

syarat-syarat  Kkerja,

kewajiban para pihak.

. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya

disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara

Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk

mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu

atau untuk pekerjaan tertentu.

. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang

selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian
Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk

mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.

. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat

secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
hasil antara  Serikat

merupakan perundingan

Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau

perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat
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14.

15.

16.

17.

kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk
untuk

badan hukum yang memenuhi syarat

melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan

perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan
pemberi pekerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri
sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
melaksanakan pembinaan,

untuk kegiatan

pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan

pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
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urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

$IF BAB II
R S PERJANJIAN KERJAWAKTU TERTENTU
ENENELYA Bagian Kesatu
KNl Umum
» 2 0% Pasal 2
1) £EFgrfa/arz2 FFELE (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya
TG AL BTG Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan
Pekerja/Buruh.
2 F1zx¥ymuFa v Egaiia (2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
Tl e
B) 12Ny 12 g F s 3) P_erjanjian Kerja 3_/ang dibuat secara tertulis
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
FEERL perundang-undangan.

Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu

AT B R (4) _
atau untuk waktu tidak tertentu.

(4) ¥1 %%
)

Skl
SR

v2)

o

-1

% 3% Pasal 3
PR BEZ L P L ERT - PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(2) #1= % 4ix% 138 b orit 195
SRR AT S &
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a. - IETF 2 a1 '

b. TEpEML it o

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 4
(1) PKWT didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap.
Pasal 5
(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat
untuk pekerjaan tertentu yaitu:
a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama;
b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu
yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai; atau

b. pekerjaan yang sementara sifatnya.
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9.

(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan
terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan
sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pasal 6

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5
(lima) tahun.
Pasal 7
(1) Pekerjaan yang Dbersifat musiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan
pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada:
a. musim atau cuaca; atau

b. kondisi tertentu.

(2) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada
musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a hanya dapat dilakukan pada musim

tertentu atau cuaca tertentu.

(3) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pekerjaan tambahan yang

dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target
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tertentu.

Pasal 8

(1) % 5% 13945 FH T (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana

NI EBHEGEREY LA 5

@) #¥ % 2 ot & TP F &
NZF o pEEFTHFFTY
AL rMG B3/ Aeair
ERERESY -

¥ 9%

(1) % 5% 2@ *riffaparea i*
A A cE - S P 2
BE>EFERNFIZGo

(2) % 1o g ikl o 45

©)

1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk
paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan
yang dilaksanakan belum selesai maka dapat
dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu
sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu
keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak
lebih dari 5 (lima) tahun.

Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan
jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
Kerja berdasarkan PKWT,

Pasal 9

PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) didasarkan atas kesepakatan para pihak yang
dituangkan dalam Perjanjian Kerja.

Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) memuat:
a FEF RS FHLITHFEFR a. ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan
M E dinyatakan selesai; dan
b. %=1 (Fehp U1 (Fen b. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan
dengan selesainya suatu pekerjaan.
oo R T o

(3) & ¥ $ & gora) #ena w5 (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan
. , ' dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari

W HE 2T DE TR ROEFERED R _ _ _
lamanya waktu yang disepakati sebagaimana
R P FEFEEHp L ITRAL R dimaksud pada ayat (2) huruf b maka PKWT putus

o demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
e L)

4) FT I FeI o4l ivm (4 Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan

ENE 278 b AT R OER & dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai
BrL, P FdTOgy sfu lamanya waktu yang disepakati sebagaimana
£ B TaEFERIpA RS dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu
T o PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu

tertentu hingga selesainya pekerjaan.

(5) ¥t % 4 mwmeorwtaE £ g dp ¥ d % (5) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan

HP N2 F 0 pEF T F jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada
AL BRTMG B/1 A ayat (4) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
1 IFERRESE o Kerja berdasarkan PKWT.

% 10 i% Pasal 10

(1) % 5% 3@ i Fd % (1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan
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(2)

3)

(4)

1)

tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang
berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan
serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan
kehadiran.
PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.
Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh
bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1
(satu) bulan.
Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu)
hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan
Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan
PKWTT.

Pasal 11
Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis

dengan Pekerja/Buruh.
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(2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit

memuat:
a =PRI L/ a. nama/alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
b. Bi/1 A& Z/en; b. nama/alamat Pekerja/Buruh;
C. 1 IiTvfasg; 2 c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d T F &% ° d. besarnya Upah.
(3) % 1 7 #rit ¢ ¥ R /f & & A 1/ (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) R EFFE9RFRE PR

(2) FEFwE» HiEe iy ik

E-)
\

“
34
)
;}
e
]
é@%
i
=
-l
\_.
o

wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk
hak atas program jaminan sosial.
Pasal 12

(1) PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa
percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi
hukum dan masa kerja tetap dihitung.

Pasal 13
PKWT paling sedikit memuat:
a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
Pekerja/Buruh;
Cc. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;

e. besaran dan cara pembayaran Upabh;
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()

f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja

Bersama;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;

h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan

I. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
Pasal 14

¥rp % T FH T 9 3 (1) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada

kementerian menyelenggarakan  urusan

yang
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara

daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan PKWT.

Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum
tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh
tertulis di  dinas

Pengusaha  secara

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
Bagian Ketiga

Pemberian Uang Kompensasi
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Pasal 15
Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi
kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWT.
Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat
berakhirnya PKWT.
Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah
mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan
secara terus menerus.
Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi
diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT
sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu
perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya
diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT
berakhir atau selesai.
Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi
tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi
kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.
Pasal 16
Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus

menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
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a

b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara
proporsional dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah;

12

c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dihitung secara proporsional dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah;

12

Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran
uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap.

Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan
komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka
dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi
yaitu Upah tanpa tunjangan.

Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah
pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar
perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.
Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu

pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya
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waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang
kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya
pekerjaan.

(6) Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada
usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

Pasal 17

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja

sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam

PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang

besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT
yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

BAB Il
ALIH DAYA
Pasal 18
(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada
PKWT atau PKWTT.
(2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dibuat secara tertulis.

(3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan,
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(4)

1)

()

syarat kerja, dan perselisihan yang timbul

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab
Perusahaan Alih Daya.

Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan,
kerja, dan timbul

syarat perselisihan

yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 19
Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan
Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian
Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan
pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi
pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang
obyek pekerjaannya tetap ada.
Persyaratan pengalihan pelindungan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jaminan  atas  kelangsungan  bekerja  bagi
Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan
PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.
Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan
atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggung
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jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
% 20 % Pasal 20
(1) *te @ 2p 1 4~ F 43558 F (1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum
FPARAPE Y RV E - dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) ¥ % FFF EAS frik ? &1 (2) Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha

v & FCF7 1% Ty EEFVE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
= i}fr& R SRR ArRE R AR o perundang-undangan mengenai norma, standar,

prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

EH BAB IV
1) R ek B B WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
ENENELPA Bagian Kesatu
R Umum
¥ 21 0% Pasal 21

(1) = F R IEF 1 744 2> (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan

waktu kerja.

(2) % Lok T4 R ¢ 45 ¢ (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. 1(-) %6 (>) %1ivd a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam
1(- )2 7(= ) B JFF~1(-) 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
B 1OITEER R 40( e L)) B (satu) minggu; atau

Ea
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b. 1(-)%5(7)x2iv4]:1 b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
(=) =4gHFE8 (~) B/ PF - jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
1(-) %1 FpRAE 40 (e L) dalam 1 (satu) minggu.
B P o
(3) # 2 ot v 27 ¢ * » (2) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada
Fziv¥iagsddeairo ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau

pekerjaan tertentu.

(4 Ra/ax @ (TR 44 (3) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di

AR Tk INEAIE - [V 20 Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
il A Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
% 22 % Pasal 22

EEFITH 2105 % 2 Pt & * B 1 Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada
/A1 A2 TFFIR LS B RPER waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada
Pekerja/Buruh meliputi:
a. 1(-)%6(>)=x2i¥4]: % ik a istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari
1(-)p ;& kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 1(-)%5(7)x1is4]: %k b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari
2 (=) p o kerja dalam 1 (satu) minggu.

ENE LA Bagian Kedua
Frz ¥ T iv2 1742  Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu
% 23 i% Pasal 23

(1) #4EFF 7 ¥4 P 21 (1) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
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1)

%,; 1 IE:”"‘?’.%EZ i’é;@l f/'t‘]:ﬁ?ﬁz'!&iﬁ-‘i (2)

b.

C.

dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih
dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2).
Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
karakteristik:
penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam 1
(satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam
1 (satu) minggu;
waktu kerja fleksibel; atau

pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

T ¥ 4L 20 (3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu

yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24

Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu
istirahat selain yang telah ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),
Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu

lainnya.
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(2) % 1 sweoritend s F 2 7 4% (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan
BT A T g fe kRG] R waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan

6 F R TAE TTIE E B o tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.
% 25 1% Pasal 25
(1) #¥REF L FEAAH AT 1 (1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi

T @ H 1 TR 24218 % 21 Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha

Ew 2 AT AR % P AT atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
R334 e Eq e FALR kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
CEn SRS AR -1 M- Pasal 21 ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja,
BFLR o Peraturan Perusahaan,atau Perjanjian Kerja Bersama.

(2 #4HKEI R FEEBNF T (2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Fena @ > H1 (TR ARQES 21 Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha

Ew 2 AT AR % o P AT atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
R /3 A ena (T fopE AL lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
CAOE 1 TS IO - [N 2 Pasal 21 ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja,
BFLR o Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
EHE LA Bagian Ketiga
bv FTpF R Waktu Kerja Lembur
5% 26 i Pasal 26
(1) #4er1pF@ A 1 (- ) = % 4% 4 (1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling
(2 ) B PE1(- )% % FLE lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18

18 i | pF o (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
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(2)

1)

()

©)

(4)

()

Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur
yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi.

Pasal 27
Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja
Lembur.
Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur
dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan
jabatan tertentu.
Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu
mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya
Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi
dan mendapat Upah lebih tinggi.
Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib

membayar Upah Kerja Lembur.
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(2)

Pasal 28

?\#ﬂ (1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada

perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari
Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis
dan/atau melalui media digital.

Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar
Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang
oleh

ditandatangani Pekerja/Buruh

yang
bersangkutan dan Pengusaha.
Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang
memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur
dan lamanya Waktu Kerja Lembur.
Pasal 29
Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban:
membayar Upah Kerja Lembur;
memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
dan
memberikan makanan dan minuman paling sedikit
1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja

lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih.

Pemberian makanan dan minuman sebagaimana
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ML EP~RZ o dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan
dalam bentuk uang.
% 30 % Pasal 30
% 23 iE% 338 % % 24 izt Ketentuan Waktu Kerja Lembur berlaku untuk semua
TITEARF 21 (v @ 5 #73 Perusahaan, kecuali bagi Perusahaan pada sektor usaha
AN }@ﬁ e FTRE R AL T e atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24.

5o 20 A Bagian Keempat
T Upah Kerja Lembur
% 31 1% Pasal 31
(1) e* Ra1/1 A4z % 21 5% 238 (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
AR s s AL B ST IR 12 melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
7o R AT Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah Kerja

Lembur dengan ketentuan:
A 15 (- g a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu
I) BLFREHF, 2 koma lima) kali Upah sejam; dan
b. %- B 2 &= FAE 2 b untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar
(B ) B1FREHF- 2 (dua) kali Upah sejam.
(2) 4% 6(= )X 1 i¥4]~—- ¥ 40( = (2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
L) B ERERaR T 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

AT YR kp 2 (&) 2 membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur
THEP BRI/ A Zade dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari

A AFLR o HR AT libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan
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a. “u fl_.aFli’ ;‘L.,E'.; 4 L a.

1. %- B/ PFL%- B/ FA 2
(5) B1FHF;

2 5~ BIRAEB(Z) BAF
5

1. %- B | FLI%I B IPFAE2
(A ) B3 FMHF;
2. %> B )FE3(Z) BLF
P E
3. F- B AR ~FAABIRE S
R4 (e ) B FR
(3) #45(7 )= 1iedl~- ¥ 40(z (3)
L) B RELITERFRT 1

AT e @A % kP 2 (&

IR U

1.

{oR

40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan:
perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan

sebagai berikut:

jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar
2 (dua) kali Upah sejam;

jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam;
dan

jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam

kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam;

. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek,

perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan

sebagai berikut:

1.

jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar
2 (dua) kali Upah sejam;

jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam;
dan

jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan,

dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.

Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh

sebagaimana dimaksud pada ayat

1) wajib

membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur

dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari
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()

(3)

(4)

libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan
40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan
perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan
sebagai berikut:

jam pertama sampai dengan jam kedelapan,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;

jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam;
dan

jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua

belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.

Pasal 32
Perhitungan Upah Kerja Lembur didasarkan pada
Upah bulanan.
Cara menghitung Upah sejam yaitu 1/173 (satu per
seratus tujuh puluh tiga) kali Upah sebulan.
Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok
dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan Upah
Kerja Lembur 100% (seratus persen) dari Upah.
Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok,
tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila
Upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari
75% (tujuh puluh lima persen) keseluruhan Upah

maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur sama
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dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari
keseluruhan Upah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian

a.

maka penghitungan besarnya Upah sebulan
dilaksanakan dengan ketentuan:
Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi
Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu; atau
Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu), bagi
Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu.

(2) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar

1)

perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan
penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan
terakhir.

Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) lebih rendah dari Upah minimum maka Upah
sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan
Upah Kerja Lembur yaitu Upah minimum yang
berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

Pasal 34
hal telah  melaksanakan

Dalam Perusahaan

pembayaran Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain
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(2)

dan nilai perhitungan Upah Kerja Lembur sama
dengan atau lebih baik maka perhitungan Upah Kerja
Lembur tetap berlaku.

Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai
perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi Upah Kerja Lembur sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,

atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bagian Kelima
Istirahat Panjang
Pasal 35

Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat
panjang.
Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Perusahaan yang dapat memberikan
istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian  Kerja,

Perjanjian Kerja Bersama.
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BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 36

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

AR e GIE IS RNk = - a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,

zom BRI/ ATELEY R pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan

TR EEFRI LSRR Pekerja/Buruh  tidak bersedia  melanjutkan

a/x A Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia
menerima Pekerja/Buruh;

DRI TR ARSI AE b, Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan

fs-2 PP AMBE penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan

AN
=)

AN

AN
=)

A

penutupan  Perusahaan  yang  disebabkan

Perusahaan mengalami kerugian;

SPRF2(H) EESE D P c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena

&

b

S B S

majeure)m B B¢ H

=4

=

23

/

a1

A

A

#]

&

j 4

#

>\ 3

2N

O etk O R AR

7

Perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun;
T % (force d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan
; memaksa (force majeure);

-

1 e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban

>

o

pembayaran utang;
f. Perusahaan pailit;

e T g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja
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yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan
Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau
mengancam Pekerja/Buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,

3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar
Upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk
melaksanakan  pekerjaan di  luar yang
diperjanjikan; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan
jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha
tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan
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1.

oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan
untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri dan harus memenuhi syarat:
mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran
diri;
tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
tetap melaksanakan kewajibannya sampai
tanggal mulai pengunduran diri;
Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah
dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali
secara patut dan tertulis;
Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan
sebelumnya telah diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
masing-masing berlaku untuk paling lama 6
(enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam
Peraturan Perusahaan,atau

Perjanjian  Kerja,
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Perjanjian Kerja Bersama;
| B 3/3 A Flhdkse ko & |.  Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
Sk o B 6 () B2 Up selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
D R berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
m HRai/iAF1ggda EFRE m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan
B4 oma A m o FoAgiE 12( L - atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
[ BRI 2= A E i N melakukan pekerjaannya setelah melampaui
batas 12 (dua belas) bulan;
n. Ra1/1A@E»TkEH; n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau
0. Ra/x Ay o 0. Pekerja/Buruh meninggal dunia.
% 37 % Pasal 37
(1) &F%~ A2/ * ~2€/¥%31% (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat
g2 e Pat WAL R Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar
[ tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

(2) #-4Fm 2@ d 0k e B > (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat

FARM R 1 /1 A 81 /¥ 1% dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan
g B o fFE R R 1/ Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada
1AZ(A)ad1g/F 1R en Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat
ROt M2 P oo R T e Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh

yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat

Pekerja/Serikat Buruh.

i

Sig
~

o

(3)

4

FF TR et B Tk2. % > % (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat
P 5

G d N Al /1 A2 secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada

14 (L ) % 2 5% 0k i B dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan

m:

7
7
/
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(4)

Dalam hal

Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan
dalam masa percobaan, surat pemberitahuan
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum
Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 38

Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat

pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan

Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan

Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.

1)

()

Pasal 39

Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat

pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan
menyatakan menolak, harus membuat surat
penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai
Pemutusan  Hubungan

Kerja,  penyelesaian

Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui
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S i P perundingan bipartit antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh.

(3) #% 2 Mot >} Hm2E = (3) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana

Lo PRI R AR dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan,
Jed® ¥R AR A e BE TR ZR o penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap
berikutnya dilakukan melalui mekanisme

penyelesaian perselisinan hubungan industrial sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L P Bagian Kedua
FlE O et B kM A A chfE ) Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
% 40 1% Pasal 40

(1) =4 % Mz & 7% (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,

ABAyfe (&) 2 &7 H & > Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau
A AR G ORI £ o uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian

hak yang seharusnya diterima.
(2) % 1R ATF R AT (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. MRAarg 1 (- ) #rT o B4 a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)
ELl(-) B2 ad1F bulan Upah;
b. JRix 1 (- ) #&0t > w3 b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang
AZWE 2(B ) E - BHTp A 2(9 ) dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

ﬂ;‘?ﬁvlﬁz
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C.

(3) Uang penghargaan

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang

dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
dan

masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9
(sembilan) bulan Upah.
masa

kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang
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dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upabh;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan
Upah;

masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan
Upah;

masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam)
bulan Upah;

masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7
(tujuh) bulan Upah;

masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8
(delapan) bulan Upah; dan

masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih,

10 (sepuluh) bulan Upah.
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(4) % 1 #rifEfi4d i £ 24T © (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a AR Y 2 REH R RE a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Ax/1+x2z2HK %E‘% T4 4%  b. biayaatau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan
B T B 3@ 7o keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh
diterima bekerja; dan
C. ¥ RPN EWY c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian
PR TR T E s T3 o Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
41 % Pasal 41
FEERFITHAE - £ 3 & L = R Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
HE A FERAFES T M terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan
G EFRIALERA I/ A > 2 melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan
Aa/1 AT Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan
Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima
Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 40 i5 % 2 i@ 4Ty R T a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
1(-) & 40 ayat (2);
b. % 40 i¥% 3 @i 1 &4 % £ b, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
el (- ) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. 145 % 40 if % 4 3f ik e g 4 C. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
HAEfIA R £ o ayat (4).
5% 42 % Pasal 42
(1) ZEEFRTFIP MR F]> @ 2 B¢ (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
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eEF R A/ A HAE /2 Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
A fE AT pengambilalihan Perusahaan maka Pekerja/Buruh

berhak atas:
a. & 40 i % 2 7 fritad %‘f T a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
gl (-) & 40 ayat (2);
b. % 40 ix% 3 38 #rit 1 #oA4 F & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
el (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 4% 40 i % 43 #7if 3% c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

LRI £ e ayat (4).

(2) = &£ ¥ 77 P e & 1 1% (2) Dalam hal terjadi pengambilalihan Perusahaan yang
ERL o onHABI/2ATHERLE mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan
Frr M EERT R BT M Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan
o B3/ A AT Kerja, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan

Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 40 0F% 2t 4P T a uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
05 (g7 ) &, ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. % 40 if% 3 7® st 1 #4T 1 & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hzal(-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. 4% 40 i % 43 #7if 3% c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
LRI £ o ayat(4).
% 43 ik Pasal 43
(1) & # 7 F1p54p ™ &7 225 3 B H# (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
BRI/ ABRTYMG A1/ Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan

A e Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan
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Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh
berhak atas:
a. % 40 %% 2t 4P T a uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) Kali
05 (F8T ) B ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. % 40 5% 3 o1 #4 F £ b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
el (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 4% 40 i % 43 #7if e %_ c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

LR £ ayat (4).
(2) & % 7+ F1p 2k B53F @ i 722 F #  (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
FERE O B /o A e B R B Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
/3 AT Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah

terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. % 40 ¥ % 2@ orib AT p R T a  uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal

gl (- ) &5 40 ayat (2);
b. % 40 if% 3 7 sty 1 #A4T F & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hral (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. F¥p% 40 if% 4 5“7t ¥ c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
L ERIAM E & o ayat (4).
% 44 1% Pasal 44
1) c#EraaF2(s) 2454 m2 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
F2(A )EBHERLI>OHFE Kerja terhadap Pekerja/Buruh Kkarena alasan
TE b B/ ARG R Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan
/3 AT mengalami kerugian secara terus menerus selama 2

(dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara
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a. % 40 % 2 AT R AT R
05 (R8T ) &

b. % 40 %% 3 Wit 1 AT if &
Rl (-) B %

C. 1¥x% 40 if % 4 I8 #7if e T

LRI £ -
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a.

terus

menerus selama 2 (dua) tahun maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (2);
uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

a.

Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena
Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh
berhak atas:
uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
40 ayat (2);
uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).

Pasal 45

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa

(force majeure) maka Pekerja/Buruh berhak atas:
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a. % 40 iE % 2 vt AR R L a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
05 (Fgs ) & ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. % 40 ¥ % 3 otk 1 #4 F £ b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hraml(-) ;% ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 4% 40 if % 4 3 #7if 3% c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
4 H AR & - ayat (4).

(2) & % %712 ¥ x4 = (force (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

majeure) > ¥ & FRE DM PF Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan
Frieb Ba/1 A et MR R/ memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan
I A AT Perusahaan tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 40 0F % 2 R4 T a. uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh
075 (28—~ 7 ) & ; lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. % 40 ¥ % 3 okl #o4 F & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

el (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. 1¥45% 40 if % 4 3 #7if 3% c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
LA E £ o ayat (4).
5% 46 i Pasal 46
(1) & ¥ 7 F54 @ et & B F (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
72 Al TN N L < (e N s RS Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
M B/ AfEflicT Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban

pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak
atas:

a. % 40 ix% 2 sEeriE i 4gp R T a uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) Kali
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05 (Fgs ) & ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. % 40 ¥ % 3 ikl o F 4 b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hraml(-) ;% ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 4% 40 if% 4 3 #7it 3% c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

iﬁﬁﬂﬁ%ﬁo ayat (4).
(2 & LRSI A T 4 B T (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
1\%1‘% TRk A o fr¥ o Ba/1 4R Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
HRETR o B/ A EJHAeT Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban

pembayaran utang bukan karena Perusahaan
mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak
atas:

a. % 40 x5 2 Mok 4gy AT a uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal

gl (- ) &5 40 ayat (2);

b. % 40 1% 3 7 #rit 1 #47 1§ & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hral (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 1% 40 %% 4 s #7if X ¥ c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
»d%ﬁ f & - ayat (4).

¥ 47 i% Pasal 47
SO TR A S B et B > B B 1/ Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan
I A 4T pailit maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 40 %% 2@t 4T P T a uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
05 (2gy ) & ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. % 40 i¥% 3 7 st 1 #4T i & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hzal(-) B % ketentuan Pasal 40 ayat(3); dan
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c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 48
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap  Pekerja/Buruh  karena alasan adanya
permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan
oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan
perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36
huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 49
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap
permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
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LA T L 2 ayat (4); dan
b, ¥&Z 2P0 EFHyH b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
I Lmﬁ;gﬁfé« £ o Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
% 50 % Pasal 50
% 36 iF it R /1 4 @ &£i5# p Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan
7 ﬁo;ﬁ,%k g 4o sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:
a. 1% 40 i % 4 s AriE ¥ a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
Ll L 2 ayat (4); dan
b. ¥&Z g o8 RANERY b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
B FL 3R AT im%;w%k & o Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.

% 51 % Pasal 51

M

"B 1 /1 4@ 5(= )1 iFp &2+ Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

)

Ercdp1l oo A eil3 it 3 % P % terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh

EYR o L FE RS ¢ 5 2(5 ) =11 mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-
oAV EE R e £ ERIPE ¥ b turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
A

/3 A B B 3/1 X444 dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha

A T oo =k

2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh
berhak atas:
a. % 40 5%
LA T L Z ayat (4); dan
b. ¥&H#Z g >7 RPN WY H b. uang pisah yang besarannya diatur dalam

4 3 13t e E_ a.  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
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FRRRITHR TR £ - Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian Kerja Bersama.

2 1% Pasal 52
(1) 2RE1/x ~@F FdZ %~ 22 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
FA BRI T T T Kerja terhadap Pekerja/Burun karena alasan
BF I F-FH %5 oy = Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan

B fFEprIvirfia/a yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
AVt B R B /1 A EJAeT Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan

sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama,
kedua, dan Kketiga secara berturut-turut maka

Pekerja/Buruh berhak atas:

a. % 409 % 2 414 AT a  uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
05 (Fgky ) &5 ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. % 4015 % 378 #rif 1 4t F £ b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hral (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 1% 40i%% 47 »rif e T ¢, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
LA E & o ayat (4).

(2) 7R 1/1rBEMHEF FHE (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Hy 271N ERY PR Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
T LEFERITVHEFAREI/LAR Pekerja/Buruh  melakukan pelanggaran bersifat
PR B/ A AT mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan,atau Perjanjian Kerja Bersama
maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. Fyp¥ 4005 % 4 v T a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
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ayat (4); dan

b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

1)

d.

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2).
Pasal 53

Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
maka Pengusaha tidak wajib membayar Upah, tetapi
wajib  memberikan bantuan kepada keluarga
Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh

lima persen) dari Upah;

untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh

lima persen) dari Upah;

untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat

puluh lima persen) dari Upah;

untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50%

(lima puluh persen) dari Upah.

AR E S i f8 e (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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6 (=) B2 UpLS % 1ot diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung
B & o sejak hari pertama Pekerja/Buruh ditahan oleh pihak

yang berwajib.
% 54 i Pasal 54
(1) % 365 1@t f 1 /1 4 ¥ (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

Wk kB oo BT 6 Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
(=) BrPMUpmZELIELER Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
DFFEL S FERIFHLAL selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
I ARG Ba/a AT berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
™ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf | yang

menyebabkan kerugian Perusahaan maka

Pekerja/Buruh berhak atas:

a. Py ¥ 4005 % 4Pt 0T a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
LT L 2 ayat (4); dan

b. F&Z G 22PN EWY b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
B P 2R TR DR £ o Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian Kerja Bersama.

(2) % 36 %% 1@ rif 1 /1 X F|# (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
e R kAL ES JFp o B 6 Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
(A )BPupmEF1lirdmidS Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
NP A O fEFERITHLR selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
1AM B/ A berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
™ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf | yang

tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka
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Pekerja/Buruh berhak atas:

a. % 407%F% 37 Arat 1 #AT IE & a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

el (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b. 1345 % 40 %5 % 4 3% #7if a2 2 b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

LA E £ o ayat (4).

(3) FiFra 3% 23 it 6 (= ) B * (3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
pmz w2 B/ A gk sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
EEFPIRE T B1/1 4 o sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah maka

Pengusaha mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali.

(4) FiEr»% 1391 6 (= ) B* (4 Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana

Himzm AR /143 % sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
EEFRIFTHGRE /2 A Ut B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
o B3/ A AT Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha

dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. 195 % 400% % 43 #rif e a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

LA E L 2 ayat (4); dan
b. F&Z g 2P RPN EWY b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
B IR T TR & o Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian Kerja Bersama.
(5) =2k % 271t 6 (= ) B * (5 Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
1A 8o sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan

I At B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
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Ho B/ A AT Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. %40 % 3Tt 1 #AT I & a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
Hrasl(-) ;% ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b. 345 % 4015 % 438 #rif chR. % b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
EE SE ayat (4).
% 55 1% Pasal 55

(1) Fa/x Ao R maEREY (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
51

HEA R > TAE 12 (L) Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
B2 a2 iv, § ¥RV Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau
BRI/ ARG A2/ cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
A fE 4T melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12

(dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 40 % % 278 fritid 4% F‘ FE_ a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal
12 (A ) 125 40 ayat (2);
b. % 40iE% 3@ srit 1 804 % £ b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ozl (- ) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. 1% 40ix% 47 »ri 3T c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
FE S ayat (4).
(2 Fa/xAFlaip Aotm EREY (2 Pekerja/Buruh  dapat mengajukan  Pemutusan
4 }ﬁsz\ﬁ; B TAgE 12 (L) Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan
BroEFFEZ1iv, Ra1/1A Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau

T ERIEDE BT MIGE cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
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Fo Ba/a A g HeT melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12
(dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. 40 % % 2 78 #rif R 47 P FE_ a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal
12 (B ) 125 40 ayat (2);
b. % 405 % 33 1l 1 4t 1 & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
el (-) B2 ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
C. 1% 40is% 47ty T c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
EE SE ayat (4).
% 56 i Pasal 56
/1 4@~ ik&E& m Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
Fog* B %o B 1/1 A 4T ¢ terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh
memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. % 400E % 2 iR AT R a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh
175 (- 8- 7 ) & ; lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. % 40i%% 37 “rit 1 4T i & b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ol (-) B % ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

C. 195 % 40 0% % 437 #7if e 2 Cc. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

LR & - ayat (4).
% 57 i% Pasal 57
FHRa/1 A FEe A ket B % 0 Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh
REHBRA - I & > H228 40T meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan

sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:
a. % 40 % 2“1 4T AL a uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal
12 (B ) B 40 ayat (2);



E@@f"ﬁ

BRRE G

4k

S
X

£ 4eR

£

Wiy YL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-52-

b. %4015 % 33Tt 1 ¥ H L b

el (-) B %

C. F¥p%*40ix% 4 v e c.

FRCE S R
% 58 1%

1) £F TP R HIFE2REFRER Q)
3/3 Ak & E R 2 AT
FHAOP BT EALETS W
4153 % 52153 ¥ b4 153 %

B7 fEwif 4 b Upr M A2 AT R

1wt O & fodpmh & Kb
@) #%

ﬁ%ﬁﬁﬁ?%ai@ﬂ (2)

() & 1 Wit d % i EAARTY (3

1
IS TR EHY &R

uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

ayat (4).

Pasal 58

Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh
dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang dana
pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan
kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat
Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54
sampai dengan Pasal 57.
Jika perhitungan manfaat dari program pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil
daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa
kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh
Pengusaha.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
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Pasal 59
Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib
membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi
Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil

dengan Pekerja/Buruh.

BAB VI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 60
Pengawasan  ketenagakerjaan terhadap  penerapan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 61
(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat
(1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat
(1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59
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dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi; dan

d. pembekuan kegiatan usaha.

F 1 3 orif 7N R B~ X (2) Pengenaan  sanksi  administratif  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan peringatan tertulis atas

pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

(4) % 138 b At ey £'U4]# 35 ¢ (4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

a. A &E (N )R 4 A4 hdFz

pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa
dalam waktu tertentu; dan/atau
b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau
beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki
proyek di beberapa lokasi.

(5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau
seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam

waktu tertentu.
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1)

()

R UG I%injg A d 7 pF (6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan
seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di

Perusahaan dalam waktu tertentu.

Pasal 62
Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota,
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

kewenangannya mengenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
kepada Pengusaha.

Pengenaan sanksi administratif diberikan
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:

a. pengaduan; dan/atau

b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.

w (3)

(4)

Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota
pemeriksaan.

Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh
Pengusaha,

Pengawas Ketenagakerjaan

menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap

peraturan  perundang-undangan  beserta  nota

pemeriksaan kepada:

a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan
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IR HETRR ;& ketenagakerjaan ~ pada  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, untuk Pengawas Ketenagakerjaan
di kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau
b. F&Fdhh i dping s b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
T RE o pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi,

untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.
G) FEhEw3 #EF A& F5c (5) Direktur jenderal atau kepala dinas menyampaikan
& E rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
mengenakan sanksi administratif.
(6) ﬁ‘%f{ fp R IRE S8 £ ~BRE /B & (6) Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau
BFReINR TR O pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan

pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.

LR BAB VIII
HE R HE B KETENTUAN PERALIHAN
¥ 63 if Pasal 63

zlez}ﬁ—ﬁ;% w24 2xfs 0 A BRI E Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PKWT
BEBEZHRF ZIHHBA Lo yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
uang kompensasi untuk PKWT vyang jangka
waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

b. besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja
Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak
tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal 65
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) yang mengatur
mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
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diundangkan.

B R kAarabt ¥ 0 &4 AFcfpiE Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

BB N ER R B R 3R o

A B R ¢
pHp 2021272 2p

BRREG IR

s &
& v

JOKO WIDODO

TR AR 4

pHp 2021 # 2% 2R
E’v}iﬂaﬁxﬂ—*—‘fr]@]
RS L

YASONNA H. LAOLY

Er R B 7 4R 2021 £ 45 5%

Lydia Silvanna Djaman

pengundangan Peraturan Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021 NOMOR 45
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi
Hukum
[tandatangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN KERJAWAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

. UMUM

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi
teknologi informasi yang berkembang pesat telah
mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk

perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan
tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut
adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia
sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia
mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi
global.
Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga Kkerja
Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut maka
arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan
fokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-
luasnya dan peningkatan pelindungan hak dan
kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh, baik pada saat bekerja,
maupun pasca berakhirnya Hubungan Kerja.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara adaptif
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AEHY B Rod ko FN I 4% mampu  menjawab  tantangan  dan  dinamika
Vet B TRz Bz RP4E > H P 95 ¥ ketenagakerjaan, utamanya terhadap isu-isu strategis
¥z HEAEa/1 A ERAR T > mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan
FZehe g FBETHE /1 4 ~ L E  pelaksanaan PKWT dan pelindungan Pekerja/Buruh
WREX 2R R LT EAR L didalamnya, termasuk  Pekerja/Buruh  PKWT  yang
Freaivz /1 A1 ieq]foikik4] dipekerjakan dalam kegiatan alih daya, pengaturan waktu
BER > UE iRl 2k 1/1 4 kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh, utamanya
Al %o vt B o pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang
menekankan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja
serta pengaturan mengenai mekanisme Pemutusan
Hubungan Kerja, termasuk bagaimana memastikan
adanya pemenuhan hak bagi Pekerja/Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.
A FTFIE B @ 35 Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

a EHFEZOGREFFH A2 a.  PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya

Frairs s {Fin; pekerjaan tertentu.
b. I & 2 N FEAE T B b.  jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka
X5~ PFF Rt £ Hpr waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;

C. THFEZGR/F 12 H#TE  c uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
&

d. b Ediz R/ AR 2 5 d. pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha
EFVHE S pada kegiatan alih daya;
e. e v (7 AL o (TP e.  waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan

TN tertentu;
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f. eI R Ao FLY f.  waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur

g. GIE SR TR N8 eF - i A gaa g. batasan  Perusahaan tertentu yang dapat

# menerapkan istirahat panjang;
h. Bkt B RER] ;2 h.  tata cara Pemutusan Hubungan Kerja, dan
I. BTy 1A E £ E i. pemberian uang pesangon, uang penghargaan
A E & o masa kerja, dan uang penggantian hak.
Il E~ 4 L I11. PASAL DEMI PASAL
% 1% Pasal 1
< PR o Cukup jelas.
5 2 0% Pasal 2
S PR o Cukup jelas.
% 3% Pasal 3
S P FE o Cukup jelas.
¥ 4% Pasal 4
S PR o Cukup jelas.
% 5% Pasal 5
% 138 Ayat (1)
a ix Huruf a
S P FE o Cukup jelas.
b ¢ Huruf b
S PR o Cukup jelas.
C 2% Huruf ¢

“RTA & EAp L T A Yang dimaksud dengan “produk baru”
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4
FREDAESERT A adalah produk yang sebelumnya belum
R o “RTE BT pernah ada atau pengembangan produk yang
g PATRE i ar e sudah ada. Yang dimaksud dengan “kegiatan
baru” adalah usaha yang baru dilaksanakan
oleh Perusahaan.
% 2718 Ayat (2)
< PR o Cukup jelas.
% 3718 Ayat (3)
< PR o Cukup jelas.
5% 6 1% Pasal 6
S P FE o Cukup jelas.
5 7 0% Pasal 7
S PR e Cukup jelas.
% 8 i% Pasal 8
S P FE o Cukup jelas.
% 9% Pasal 9
% 17 Ayat (1)
< PR o Cukup jelas.
% 278 Ayat (2)
a a5 Huruf a
“R 8T R R Yang dimaksud dengan “ruang
éﬂ”{iﬁ i T e lingkup dan batasan suatu pekerjaan”
I TR w2 e oo adalah jenis pekerjaan dan tempat

lokasi pekerjaan dilakukan.
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah

]
e R A & bahwa pada saat Perjanjian Kerja harian tidak

SR 1/1 A berlaku akibat terpenuhi ketentuan dalam

7 & ayat ini, Hubungan kerja antara Pengusaha
fe

dengan Pekerja/Buruh tidak memerlukan

perjanjian tertulis atau keputusan tertulis

lainnya.
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% 11 i Pasal 11
% 13 Ayat (1)
¢ B EE o Cukup jelas.
5 238 Ayat (2)
S PER e Cukup jelas.
% 37 Ayat (3)
“Ra/a A7Efle 51 Yang dimaksud “hak-hak Pekerja/Buruh”
T s FEap ARk~ antara lain Upah, tunjangan hari raya
B~ gﬁ—fﬁiﬁ o e s keagamaan, istirahat, cuti serta program
AL g TR o jaminan sosial ketenagakerjaan dan
kesehatan.
¥ 12 % Pasal 12
¢ HER o Cukup jelas.
% 13 1% Pasal 13
a ix Huruf a
S R o Cukup jelas.
b ¢ Huruf b
S HER o Cukup jelas.
C 2% Huruf ¢
S HER o Cukup jelas.
d ¢ Huruf d
S PR o Cukup jelas.
e Huruf e

¢ P EE o Cukup jelas.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan ““syarat kerja” adalah
hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja /
Buruh yang belum diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pada saat
berakhirnya PKWT” adalah saat jangka
waktu PKWT telah berakhir atau selesai.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
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Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “waktu kerja
fleksibel” adalah pengaturan waktu kerja
yang memberi lebih banyak kebebasan
kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh
dalam mengatur jam kerja.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sektor usaha atau
pekerjaan tertentu” antara lain usaha energi
dan sumber daya mineral pada daerah
tertentu, sektor usaha pertambangan umum
pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha

hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis
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hortikultura, dan sektor perikanan pada
daerah operasi tertentu.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari libur resmi”
adalah hari libur nasional, hari yang
diliburkan secara nasional, atau hari libur
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Upah minimum
yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/
Buruh bekerja” adalah Upah minimum
kabupaten/kota dalam hal di daerah tersebut
ditetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
Apabila kabupaten/kota didaerah tersebut
tidak terdapat penetapan Upah minimum
kabupaten/kota maka berlaku Upah minimum
provinsi.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
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Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat pemberitahuan memuat antara lain
maksud dan alasan Pemutusan Hubungan
Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan
Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh
yang timbul akibat Pemutusan Hubungan
Kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
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¢ P EE o Cukup jelas.
% 278 Ayat (2)
“aiEiR R {7 p 7 1) Yang dimaksud dengan “perubahan syarat
R /3 A g & kerja” merupakan perubahan hak dan
Fg i o kewajiban yang merugikan Pekerja/Buruh.
% 43 1% Pasal 43
% 138 Ayat (1)
Ryp P IRF N INE Perusahaan mengalami kerugian dapat
B AN~ F i dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit

internal atau audit eksternal.

% 278 Ayat (2)
FPabdF A g F AR Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian
BwE3 o2 44 8 ditandai dengan antara lain adanya potensi
FET 50w IR % penurunan produktivitas Perusahaan atau
I S AR pE I IR oV penurunan laba yang berdampak pada

o operasional Perusahaan.
5 44 0% Pasal 44

% 138 Ayat (1)
EEFRF2(3) &5 Yang dimaksud dengan ‘“Perusahaan tutup
FrapRF2(s )24 yang disebabkan Perusahaan mengalami
FERE PP kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)
4;, T AKEE 2(3 )& tahun atau mengalami kerugian tidak secara
FFIH S e B X terus menerus selama 2 (dua) tahun” adalah

R EEA AL Perusahaan yang berhenti beroperasi atau
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g IRF A RN tidak mampu melanjutkan proses produksi
PP TR RS o akibat kerugian yang dialami walaupun
belum mencapai 2 (dua) tahun.
Perusahaan mengalami kerugian dapat
dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit
internal atau audit eksternal.
% 2718 Ayat (2)
< PR o Cukup jelas.
% 45 i% Pasal 45
S P FE o Cukup jelas.
% 46 if Pasal 46
S g o Cukup jelas.
5 47 % Pasal 47
DF - DRV FE R Dengan ditetapkannya Perusahaan pailit,
TEREEEE (&) 5r A Pengusaha tidak mempunyai kewenangan untuk
NEFTR menjalankan pengurusan dan/atau pemberesan
Flet o %R F MAE A harta pailit Perusahaan.
WH/1 AR %3;'}‘3 ~ O #SAT Oleh karena itu pembayaran uang pesangon, uang
HEZ2 AW EE DL H A penghargaan masa kerja, dan uang penggantian
fie o hak Pekerja/Buruh dilakukan oleh kurator.
5 48 1% Pasal 48
S PFE o Cukup jelas.
% 49 i% Pasal 49

¢ P EE o Cukup jelas.
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% 50 if Pasal 50

S PFE o Cukup jelas.
% b1 % Pasal 51

S PR o Cukup jelas.
¥ 52 if Pasal 52

% 138 Ayat (1)

B F P EL L 4T

Surat peringatan diterbitkan secara berurutan

yaitu:

a - #HEL TP A . Surat peringatan pertama berlaku untuk
6 (=) B"*. jangka waktu 6 (enam) bulan.

b. R 1/1 4% 6 (=) . Apabila Pekerja/Buruh melakukan kembali
BAUPNREERE S pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian
2SR ER Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
YRR T £ F R Kerja Bersama masih dalam tenggang waktu
FAE R - HEL L 6 (enam) bulan maka Pengusaha dapat
FoxHpP R 6( ) B p menerbitkan surat peringatan kedua, yang
PE s - HELZ2p juga mempunyai jangka waktu berlaku
424 3T o selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya

peringatan kedua.

cC. #R1/1 A f @ . Apabila Pekerja/Buruh masih melakukan

pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama, Pengusaha dapat

menerbitkan peringatan ketiga (terakhir)
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yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak
diterbitkannya peringatan ketiga.
Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga

Pekerja/Buruh kembali melakukan pelanggaran Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui,
maka apabila

Pekerja/Buruh bersangkutan

yang
melakukan kembali pelanggaran Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,
maka surat peringatan yang diterbitkan oleh Pengusaha
adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula
berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang
dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.

Apabila Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya
peringatan pertama dan terakhir dimaksud, Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai
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upaya mendidik Pekerja/Buruh agar dapat memperbaiki
kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini
merupakan waktu yang cukup bagi Pengusaha untuk
melakukan penilaian terhadap kinerja Pekerja/Buruh yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat

= diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

¢

L SR = R Bf
rJ' J’FL]I_,, = I,( _{E
Fat B RERfRRR /L4

e de

¥ Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
sehingga Pengusaha dapat langsung
memutuskan Hubungan Kerja terhadap

Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

#IE 4{%” R LI A a. Melakukan penipuan, pencurian, atau
MAZ () &8 penggelapan barang dan/atau uang
milik Perusahaan;
R BEAHREREG LA b. memberikan keterangan palsu atau
ESA I L dipalsukan ~ sehingga  merugikan
Perusahaan;

o TETRB P B P c
Pl s () R

mabuk, meminum minuman keras yang

memabukkan, memakai dan/atau

ﬁ$‘\—£\;’ ~ A A 27%47’ \—"\-’"f‘?'rv
R

mengedarkan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya di lingkungan
kerja;

asusila atau

melakukan perbuatan
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perjudian di lingkungan kerja;
menyerang, menganiaya, mengancam,
atau mengintimidasi teman sekerja atau
Pengusaha di lingkungan kerja;
membujuk  teman  sekerja  atau
Pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

dengan ceroboh atau sengaja merusak
dalam keadaan

atau membiarkan

bahaya barang milik Perusahaan yang

menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan;

dengan  ceroboh  atau  sengaja
membiarkan teman sekerja atau

Pengusaha dalam keadaan bahaya di
tempat kerja;
membongkar  atau  membocorkan
rahasia Perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan
negara; atau
melakukan perbuatan lainnya di
lingkungan Perusahaan yang diancam

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Contoh perhitungan pemenuhan kewajiban

Pengusaha sebagai berikut:

Uang Pesangon yang seharusnya diterima
Pekerja/Buruh sebesar Rp 15.000.000,00

(lima belas juta rupiah).

Besarnya manfaat atau jaminan pensiun
menurut program pensiun sebesar Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
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60% x Rp 10,000,000.00 =
Rp 6,000,000.00 -

B1/14e mBntin
40% x Rp 10,000,000.00 =
Rp 4,000,000.00 -

Flpt o FEFEKRBHE LA
Rp15,000,000.00 - Rp6,000,000.00
= Rp 9,000,000.00 -
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Dengan

Dalam pengaturan program pensiun telah
ditetapkan iuran yang ditanggung oleh
Pengusaha 60% (enam puluh persen) dan

Pekerja/Buruh 40% (empat puluh persen).

luran yang sudah dibayar oleh Pengusaha
sebesar 60% x Rp 10.000.000,00 =
Rp 6.000.000,00

luran yang sudah dibayar oleh Pekerja/Buruh
sebesar 40% x Rp 10.000.000,00 =
Rp 4.000.000,00

Jadi, kekurangan yang masih harus dibayar
oleh Pengusaha sebesar Rp 15.000.000,00 -
Rp 6.000.000,00 = Rp 9.000.000,00

demikian, wuang yang diterima oleh

Pekerja/Buruh pada saat PHK terdiri atas:

a. Rp 6.000.000,00 merupakan santunan dari

penyelenggara program pensiun yang iurannya

60% dibayar oleh Pengusaha;

b. Rp 4.000.000,00 merupakan santunan dari

penyelenggara program pensiun yang iurannya

40% dibayar oleh Pekerja/Buruh;

c. Rp

9.000.000,00  merupakan  kekurangan
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Rp 9,000,000.00 - pesangon yang harus dibayar oleh Pengusaha;

agt cEenidif A Rp19,000,000.00 jumlah a sampai dengan c yaitu Rp 19.000.000,00

(-FLpaEERF ) (sembilan belas juta rupiah).

FEFRETRESIRE G * B2 Jika jumlah iuran yang dibayar Pengusaha lebih besar
% H

R 1AL R é&p‘.ﬁ% £%p > H Z %f daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
LAH®BR/AA dan uang pisah Pekerja/Buruh, selisinnya dibayarkan
kepada Pekerja/Buruh.
% 278 Ayat (2)
S PR o Cukup jelas.
% 378 Ayat (3)
¢ P EE o Cukup jelas.
% 59 if Pasal 59
© PR o Cukup jelas.
% 60 £ Pasal 60
S PER o Cukup jelas.
% 61 % Pasal 61
¢ P EE o Cukup jelas.
% 62 % Pasal 62
© PR o Cukup jelas.
¥ 63 i% Pasal 63

¢ P EE o Cukup jelas.
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% 64 i Pasal 64
S PFE o Cukup jelas.
% 65 if Pasal 65
S PR o Cukup jelas.
% 66 if Pasal 66
© P e Cukup jelas.
R R G I B e 3F 6647 5L TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 6647



